BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR %6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 26
TAHUN 2020 TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Banyumas sebagai panduan
bagi unit organisasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam

mengidentifikasi, menyusun,
mendokumentasikan, mengembangkan,
memonitor serta mengevaluasi

penyelenggaraan pemerintahan guna
mewujudkan hubungan kerja yang efektif
dan efisien antar unit organisasi;

b. bahwa  berdasarkan evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
perlu adanya sinkronisasi proses
manajemen kinerja organisasi dengan Peta

Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten

Banyumas;




Mengingat :

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dalam huru a dan huruf b ,
perlu  menetapkan  Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses
Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888); sebagimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah




Nomor 18 Tahun 2016 yentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomorl6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

Pasal |

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26
Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020
Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.




Mengingat :

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dalam huru a dan huruf b ,
perlu  menetapkan Peraturan  Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses
Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888); sebagimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah




Nomor 18 Tahun 2016 yentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomorl6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

Pasal |

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26
Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020
Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No.| JABATAN |[PARAF Ditetapkan di Purwokerto

1.} Ceteda A pada tanggal 26 JUL 2027

BUPATI BANYUMAS,

2. | Aswv Umuw

A
3. [\olay Hokum (\/ %—’-——‘

. |\ ag Oyviss) / ' ACHMAD HUSEIN

/ || Diundangkan di Pyrwokerto
Pada Tanggal 2&..J

Pem:iva'Utama Madya v
NIP.19640116 199C03 1 009 ; |

| BERITA DAERAH ABUPATEN BANYUMAS TAHUN 02/, NOWOR 37, |




LAMPIRAN

Peta Proses Kabupaten PERATURAN BUPATI BANYUMAS
B NOMOR 36 TAHUN 2021
anyumas PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PETA
PROBIS BISNIS
PROSES UTAMA

Pemerintah ™=

e —

Permintaan informasi,
konsufltasi, dan layanan

Dunia usaha

T T PTYE AT TT TAN EYY

Dukungan manajemen dansdm

Pemerintahan yang efektif

reformasi birokrasi

Layanan perizinan,
kondusivitas investasi dil

Dunia usaha

PROSES PENDUKUNG




PETA SUB PROSES

Data layanan infrastruktur air

Hmoatr

IKU :
Peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN

masyarakat

Data infrastruktur air limbah berbasis

SEDIAAN PEMBERDAYAAN
FARMASI, ALAT MASYARAKAT
KESEHATAN DAN BIDANG

MAKANAN
MINUMAN




PETA SUB PROSES

Peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia

& PENGELOLAAN

PENGELOLA PENDIDIK DAN
,;\N TENAGA

ENDIDIKA KEPENDIDIKAN

PELESTARIAN
PEMBINAAN KOLEKSI

PERPUSTAKAAN NASIONAL DAN
NASKAH KUNO

Gedung pemerintah
fisi bai

Naskah kuno yﬁlﬂQ=
dilestarikan




PETA SUB PROSES

UPAYA PEMBINAAN
PENGENDALI KELUARGA
AN BERENCANA

| IPM, IPG

PEMBERDAYAAN l
DAN
PENINGKATAN
KELUARGA




PETA SUB PROSES

PERLINDUNG
AN
PEREMPUA

PENINGKATAN
KUALITAS
KELUARGA

IMPLEMENT
ASI
PERLINDUNG
AN KHUSUS

PEMENUHAN
HAK ANAK

PENGELOLAAN
SISTEM DATA
GENDER DAN

ANAK

IMPLEMENTASI
PENGARUSUTAM
AAN GENDER
DAN
PEMBERDAYAAN

E Data
pelayanan
korban
Kekerasan

A
Peningkatan
‘ Indeks

Pembangunan




PETA SUB PROSES

v
Penurunan
IRB, IKD Penduduk Miskin
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| | Bwsoso2 |
IPM, IPG i

AY
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| SOSIAL :
SOSIAL BENCANA | SOSIAL

PENINGKATAN |
PENGELOLAAN PEE&&%@;AN KUALITAS PENGEMBANG
TAMAN MAKAM KAWASAN PERUMAHAN DAN AN
PAHLAWAN PERMUKIMAN KAWASAN 1 PERUMAHAN
PERMUKIMAN
KUMUH
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PETA SUB PROSES

PENYEDIAAN
DAN
PENGEMBANG

PENYEDIAAN

DAN

PENGEMBANG
AN

PENGOLAHAN
HASIL DAN
PEMASARAN
HASIL
PERIKANAN

PENYEDIAAN
DAN
PENGEMBANGA
N SARANA

PENGENDALIAN
KESEHATAN
HEWAN DAN
KESEHATAN
MASYARAKAT

PERIZINAN USAHA

PERTANIAN

PENYULUHAN
PERTANIAN

PENGENDALIAN PENGAWASAN

iy PENGELOLAAN PENGELOLAAN S ites DAV

PENANGGULANG PTER”E” 2 EEAANA KELAUTAN DAN

AN BENCANA ANGKAP SUDIDAYA PERIKANAN

PERTANIAN
Pertumbuhan
investasi

Ekonomi PDRB
~ per Kapita

- g . - - ———

Pertumbuha '—
n UMKM, erusana

Pertumbuha
n ekonomi




PETA SUB PROSES

PERENCANAAN
DAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI

STABILISASI
HARGA BARANG
KEBUTUHAN
POKOK DAN

PRODUK DALAM

PENGELOLAAN
SISTEM
INFORMASI
INDUSTRI
NASIONAL

PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

PENINGKATAN
SARANA
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

STANDARDISASI
DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

PENGENDALIAN
IZIN USAHA
INDUSTRI
KABUPATEN

PENGEMBANGAN
EKSPOR

i Pertumbuha

Bus o e oes  oses oW s

n investasi

! Pertumbuhan

UMKM

¥

Ekonomi PDRB

| __perKapita




PETA SUB PROSES

A
Ketahanan
Pangan

PENINGKATAN
DIVERSIFIKAS!
DAN KETAHANAN
PANGAN

L. BMS0BO4 |

PENGAWASAN | PENANGANAN
KEAMANAN PANGAN KERAWANAN
B PANGAN




PETA SUB PROSES
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PENGEMBANGAN
SISTEM DAN
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL

PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH

PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN
SISTEM
PENYEDIAAN AIR
MINUM

i
i
PENGEMBANGAN 1
PERMUKIMAN
I
|

\ 4

Pertumbuhan
Investasi Daerah

PENINGKATAN
PRASARANA,
SARANA DAN

UTILITAS UMUM

(PSU}

PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR

(SNA
(SUA)

PENATAAN
BANGUNAN
GEDUNG

PENGELOLAAN
PELAYARAN

PNATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

-




PETA SUB PROSES

Perencanaan tata ruang berbasis mitigasi
bencana

\ 4

I BMs1001

BENCANA

Penurunan
Tingkat
Pengangguran
Terbuka

—————»] PENANGGULANGAN

I Penanganan
& evakuasi
' korban
wes === bencana




PETA SUB PROSES

Lingkungan Hidup

Peningkatan
Kwalitas

Rencana struktur ruang

Penyelenggaraan penataan.uang... ...
™ "Untuk kebertanjutan lingkungan
I

PENYELENGGAR
AAN PENATAAN
RUANG




PETA SUB PROSES

RPPLH sebagai acuan

L ewsr201 | | ewsi2e2 | | BMS1203 |

Peningkatan
Kwalitas
Lingkungan Hidup

PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

PERENCANAAN
LINGKUNGAN
HIDUP

PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP

PENGENDALIAN
BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH

PENGELOLAAN
KEANEKARAGA
MAN HAYATI
(KEHATI)

SIS UG
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP 1ZIN
LINGKUNGAN DAN

IZIN PERLINDUNGAN

DAN PENGELQOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH}

PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN

HIDUP

PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

Program Kampung
iklim




PETA SUB PROSES

Tenaga kerja untuk dunia usaha

PELATIHAN KERJA
PERENCANAAN DAN TEE ,T?K"P@géﬁi
TENAGA KERJA PRODUKTIVITAS ?

TENAGA KERJA
Tenaga kerja industri pengolahan

Fasilitasi hubungan PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
dustria HUBUNGAN KAWASAN
INDUSTRIAL TRANSMIGRASI




PETA SUB PROSES

Infrastruktur pendukung

investasi

r e wwe ey

| PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM

(I (<M PENANAMAN INFORMASI

MODAL PENANAMAN
| MODAL

PROMOSI
PENANAMAN

PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMN
MODAL

Pertumbuhan
Investasi Daerah

ljin lingkungan dan RTRW utk




PETA SUB PROSES

Jumlah UMKM, UMKM
yang naik kelas

BMS.15.01

PEMBERDAYAAN

USAHA MENENGAH,

USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO
(UMKM)

PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
UMKM LATIHAN
PERKOPERASIAN

PELAYANAN IZIN
USAHA SIMPAN
PINJAM

PENILAIAN
KESEHATAN PENGAWASAN

KSP/IUSP DAN
KOPERASI. PEMERIKSAAN
KOPERASI.

PEMBERDAYAAN
DAN
PERLINDUNGAN
KOPERASI

A

Kontribusi sector
Pariwisata
Terhadap PAD

Nilai investasi UMKM dan
Koperasi



PETA SUB PROSES

Kontribusi secto
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PENGEMBANGAN

PEMASARAN SUMBER DAYA
PARIWISATA. PARIWISATA DAN
EKONOM| KREATIF.

PENINGKATAN
DAYA TARIK
DESTINASI
PARIWISATA




PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

PENGUATAN
IDEOLOGI
PANCASILA DAN
KARAKTER
KEBANGSAAN

PENINGKATAN
PERAN PARTAI
POLITIK DAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN

PETA SUB PROSES

\ 4

PEMBERDAYAAN
| DAN PENGAWASAN

KEMASYARAKATAN.

PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN

EKONOMI; SOSIAL,

DAN BUDAYA.

PENINGKATAN
KETENTERAMAN
DAN
KETERTIBAN

PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN.

Penurunan Angka
~ Kriminalitas




PETA SUB PROSES

e === === - - Penurunan Angka

| |___BMS1801 . BMS.1S. I ‘

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA KAPASITAS

SAING | KEPRAMUKAAN
KEOLAHRAGAAN :

PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA

SAING
KEPEMUDAAN.




PETA SUB PROSES

4
Penurunan Angka

BMS.19.02 BMS.19.

PENGEMBANG L PELESTARIAN

PENGEMBANGAN

KEBUDAYAAN AN KESENIAN DAN

I
I
I
TRADISIONAL | PENGELOLAAN _
CAGAR BUDAYA
' ) ' i
i
|
{
i

PENGELOLAAN
PERMUSEUMAN

PEMBINAAN
SEJARAH
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PETA SUB PROSES

PENGELOLAAN
PENDAPATAN
DAERAH.

BMS.20.02

PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH

BMS2003

PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH.

BMS.20.04
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN

DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN

DAERAH

PENGKOORDINASIA

N DAN
SINKRONISAS!
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

DAERAH

DUKUNGAN
PELAKSANAAN
TUGAS DAN
FUNGS! DPRD

PEMANFAATAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

DAERAH

PERUMUSAN
KEBIJAKAN
PEREKONOMIAN
DAN
PEMBANGUNAN

PERUMUSAN
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
DAN

KESEJAHTERAAN

PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH

PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

PENYELENGGARAA

N
PENGAWASAN

PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
PELAKSANAN
KEBIJAKAN.

PENGELOLAAN
PERIZINAN
PENGGUNAAN
ARSIP

PERLINDUNGAN
DAN
PENYELAMATAN
ARSIP

PENGELOLAAN
ARSIP

i et

Indeks Reformasi
Birokrasi




PETA SUB PROSES

[==—————

PEMANFAATAN
APLIKASI
INFORMATIKA

PENYELENGGARAA
N PERSANDIAN
UNTUK
PENGAMANAN

PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN
INFORMAS!I DAN
KOMUNIKASI
PUBLIK

PENYELENGGARAA
N
STATISTIK
SEKTORAL




PETA SUB PROSES

A
Peningkatan

PELAYANAN
PENANAMAN
MODAL.

PENGELOLAAN
PROFIL
KEPENDUDUKAN

PENGELOLAAN
INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Birok

PELAYANAN
PEN TARAN
PENDUDUK

PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

PENYELENGGARA
AN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
DESA

PENINGKATAN
KERJASAMA DESA

PENATAAN DESA

PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

PELAKSANAAN
KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM



Peta Proses Kabupaten

Banyumas

L  Pemerintah =~ ==

e rerree (ot potwee pocepmirrae =

Permintaan informasi,
konsuftasi, dan layanan

Masyarakat |- 3

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

Dunia usaha
.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR

TAHUN 2021

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PETA

PROBIS BISNIS

Dukungan manajemen dansdm

PROSES UTAMA

Pemerintahan yang efektif
dan efisien, melaiu
reformasi birokrasi

Peningkatan kualitas
pelayanan publik

Masyarakat

PROSES PENDUKUNG

Layanan perizinan,
kondusivitas investasi dif

Dunia usaha



